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PUTUSAN
Nomor 533/Pdt.G/2020/PA.BIp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Takkalalla, Desa

i epaniteraan Pengadilan Agama
register perkara Nomor
akan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 29 April 1994 Masehi, bertepatan
dengan 18 Dzulgaidah 1414 Hijriah, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
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Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/31/X/1994, tertanggal 19
Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Rumah Kontrakan di
Jalan Abdullah Deang Sirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,
selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Terus Pindah Kediamana di
Rumah Orang Tua Termohon di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan
Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. selama kurang lebih 5 tahun
lamanya, dan Terakhir tinggal dirumah di Desa Pattedong Selatan,
Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 15

tahun lamanya. .=
<

Pemohon dan Termohon telah

Rsuami isteri dan telah dikarunia 5

i, I
lisihan dan pertengkaran di

5. Bahwa, pada Januari tahun 2020 terjadi cekcok disebabkan hal

tersebut diatas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi
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perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang
lebih 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas,
Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa
yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdama
ian sebagian dalam hal pengasuhan anak Pemohon dan Termohon, nafk

ah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah pada tanggal 25 November 20

(TERMOHON) di depan

tusan ini berkekuatan
hak untuk mentaati isi

m proses mediasi yang

2020 di ruang mediasi

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang

seadil -adilnya.
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak
berhasil,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator Helvira, SHI sebagaimana laporan mediator tanggal 25
November 2020, yang mengatakan bahwa mediasi tentang perceraian tidak
berhasil, akan tetapi mediasi tentang hak-hak isteri yang diceraikan ternyata
berhasil dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa adapun hal-hal yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

berikan nafkah Pemohon
p 1.500.000,00 (satu juta |

erikan biaya kebutuhan

setiap bulannya sebesar

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan maupun
melaui mediasi tidak berhasil mengenai perceraiannya, maka

pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan yang
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dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, lalu
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diperbaiki
dengan menambahkan Posita Nomor 7 yang menyatakan Bahwa Pemohon
dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dalam hal
pengasuhan anak Pemohon dan Termohon, nafkah anak, nafkah lampau dan
nafkah iddah pada tanggal 25 November 2020 di hadapan hakim mediator
dan Petitum yang memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati
isi kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam proses mediasi yang
dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 di ruang mediasi Pengadilan
Agama Belopa serta maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permgheRan-Pemohon, Termohon mengajukan jawaban

"-.& Se €lah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokKam¥ A aslinya-y Ayata sesuai dan telah dinazegelen,

B.Saksi
Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

> Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
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> Bahwa, setelah Setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Kecamatan Panakukang,
Kota Makassar. kemudian Pindah Kediamana di Rumah Orang Tua
Termohon di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan,
dan Terakhir tinggal dirumah di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan
Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

> Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
> Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019
antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

> Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran

Kota Makassar. kemudian Pindah Kediamana di Rumah Orang Tua

Termohon di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan,
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dan Terakhir tinggal dirumah di Desa Pattedong Selatan, Kecamatan
Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

> Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
> Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019
antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

> Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon;

> Bahwa saksi tahu, penyebab Pemohon dan Termohon sering
bertengkar karena Termohon Tidak menghargai Keluarga Pemohon,

Termohon tidak mendengarkan Perkataan Pemohon dan Termohon

-alat bukti yang telah
ainnya;

pantahannya, Termohon

pada permohonannya, sedangkan Termohon di muka sidang telah pula
mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal yang sama pula
bahwa pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan
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mengenai tuntutan Termohon yang telah disepakati bersama dalam
proses mediasi harus dipenuhi oleh Pemohon, serta kedua belah pihak
pun menghendaki putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang bahwa saat persidangan yang telah ditetapkan dan

dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, Pemohon dan Termohon

telah mengupayakan dengan

dan Termohon di persidangan

perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan bersama

yang dilalui dalam proses mediasi mengenai tuntutan Termohon, maka
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Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan tuntutan Termohon tersebut,
dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi
kesepakatan yang telah dibuat bersama;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian dalam persidangan dan
melalui mediasi atas perceraian yang diajukan Pemohon tidak berhasil, maka
pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang
dinyatakan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

= .
f* dengarkan. Ban Pemohon dan  Termohon Kasar

dan suk

.Y

Secara lisan, Termohon
emohon serta berharap
emohon dan Termohon

aian sebagian dihadapan

Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
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surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 April
1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga
telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April
1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

® Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
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® Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 5 orang anak;

® Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum
dikaruniai anak;

® Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering terjadi
pertengkaran disebabkan Termohon Tidak menghargai Keluarga
Pemohon, Termohon tidak mendengarkan Perkataan Pemohon dan
Termohon Kasar serta suka marah — marah kepada Pemohon;

® Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 10 bulan lamanya;

® Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Termohon,;

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan
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Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan,
maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

ak untuk mentaati isi
proses mediasi yang

20 di ruang mediasi

embayar biaya perkara

ribu rupiah).

. 1442 Hijriah oleh Dr. Amin

_.«r-‘"- Dede Ramdani, S.H.l. dan

-
o

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.l. Dr. Amin Bahroni, S.H.l, M.H

Mujibburrahman Salim, SH

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Ty
' Untuk Salinal

Panitera Pengadllan Agama Belopa

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.533/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 13
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



